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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BIIPATI ilATT'ISA}

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dargan melakukan upaya agar masyarakat
mendapatkan akses terhadap pelayanan
kesehatan;

bahwa untuk mendukung program Jaminan
Kesehatan Nasional yang menyeluruh
diperlukan pemutahiran data peserta integrasi
Jaminan Kesehatan Daerah kedalam Jaminan
Kesehatan Nasional dengan pembiayaan iuran
jaminan kesehatannya dibiayai melalui
Anggaran Pemerintah Belanja Daerah
Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan
Nasional Kabupaten Natrrna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, I(abupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Felalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
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4.

Kabupaten Rokan Hil.ir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kr.mntan Singlng dan Kota Batam"
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indorresia Nomor  88O);

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2AAZ kntang
kmbentukan Pr':ovinsi Keptrlauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO2 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang
Keuaiiga:r Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286l,;

Undang-Undamg Nomor" 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaha.raan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2QA4 Nomor 5,
Tambahan l,embaran Negara Republik lrrdonesia
Nomor a3551;

Undang-Llndang Nornor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunglawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaooh

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Rrsat dan Pemerintah Daerah {tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aas6);

Undang-Undang Nomor +O Tahun 2AA4 tentang
Sistern Jaminan Sosial Nasional fl.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaSQ;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 114, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O63);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;
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ll-tt.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahua 2AL4 tentang
Pernerintahan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244,
Tambahan Lembaran lr{egara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubali
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zA14
tentang Pemerintahaa Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679h

Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2OO5
teritang Pengelolaam Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 14O, Tambahaa Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Penganrasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran
Negaran Republik Indoneia Tahun 2OO5 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1651;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AAZ
tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan
Antara Fernerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Peurerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lermbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

Peraturan Pemeriatatr Nomor 1O1 Tahr-rn 2AL2
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 264, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
53721;

Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehetan (Lerrrb,aran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

17. Peraturan Presiden Nornor 19 tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
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Peratur:an Meateri Dalam Negeri Nomor 13
Tahtrn 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali, terai<hir riengan Peraturan Menteri
Nonnor 21 Tahun 20fi tentang perubahan kedua
Atas Feratrrrag Merrteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan ll{eiiteri Kesehataii Nomor TL Tahuri
2AL3- tentang Pelayanan Kesehata.n Pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia'Tahun 2013 Nomor i53);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9
Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna {.[,emharan
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol f Nomor
el;

Pei:aiui'am Dacrah Kabupalen Natuna Ntmoi' 6
Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Peagelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERA?URAN BUPATI NATUNA TENTA}.IG

PEMUTAHIRAN DATA PESERTA INTEGRASI
JAMI'.ESDA Ktr .I+MINAN KESETIATAN
NASTONAL (rKN) KABUFATFI{ NATII}$A

20.
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Menetapka:r

DAI, i
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KETENTUAN UMUM

Pasa-t 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

7. Daerah aciaiah l{abupaten -tr:atu*a.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Natrrnq

3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Angara:r Pendapatar dan Belanja Negara .vang
selanjutnya disebut APBN adatah suatu daftar yang
memuat perinciarl sumber-sumber pendapatan
negara <ian jenis-jenis pengeiuaran negara dalam
jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan
Undang-undang dan dilaksankan secara terbuka
dang irertanggungiawab untuk sebenar-benar
kemakmur€.n ralq/at.

5. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencarla keuangan
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tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh penentuan daerah dan
Dewan Perwakilan Ralryat dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Peserta Penerima Bantuan Iuaran yang selanjutnya
disebut PBI ada-lah Peserta Perorangan Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang iurannya
bersumber dari dana APBD Kabupaten Natuna
maupun bersumber dari dana APBN.

7. Perangkat Daerah adalah instansi/lembaga pada
pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri
dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan
d,an Kelurahan.

8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, untuk
melaksanakan Llrusan pemerintahan daerah
berdasarka asas otonomi dan tugas pembantuan.

9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya
disebut JKN adalah Jaminan yang berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya
disebut Jamkesda adalah program jaminan bantuan
pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang
diberikan pemerintah Kabupaten Natuna kepada
masyarakat Kabupaten Natuna yang tidak memiliki
jaminan kesehatan.

11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya
disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.

12. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang
menjadi hak peserta berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

13. Pemutahiran Data adalah verifikasi data
masyarakat Kabupaten Natuna sesuai ketentrran.

l4.Iuran Jarnirian Kesehatan adalah sejumlah uang
yang dibayarkan secai'a teratur oleh Pemerintah
untuk Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2
Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda yang
akan didaftarkan kedalam Jamirlan Kesehatan
Nasional yang Pembiayaan Iufan Jaminan
Kesehatannya di biayai melalui APBD Kabupaten



Natuna yang diselenggarakan berdasarkan azas
kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi
masyarakat Kabupaten Natuna.

Pasal 3
Pemutahiran Data Peserta Integrasi
diselenggarakan pada prinsip :

Jamkesda

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin
dan kurang mampu di Kabupaten Natuna.

b. Dilakukan secara bertahap
c. Kriteria sah lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda Integrasi
ke JKN diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan
kesehatan bagi peserta dengan pelayanan :

a. Berkesinambungan artinya peserta akan
mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan sampai
pasien sembuh.

b. Merata artinya peserta akan mendapatkan
pelayanan yang sama dengan pelayanan pasien
yang tidak dibiayai pemerintah.

c. Bermutu artinya peserta mendapatkan pelayanan
yang baik sesuai indikasi medis yang disusun dalam
bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

Pasal 5
Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN
Kabupaten Natuna adalah Kesehatan Nasional JKN
Kabupaten Natuna adalah Kegiatan pemutahiran yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
dan Instansi Terkait.

BAB II
PEMUTAHIRAN DATA PbSERTA INTEGRASI

Pasal 6
Masyarakat miskin atau kurang mampu di
Kabupaten Natuna yang datanya bersumber dari
Instansi Terkait Kabupaten Natuna .

Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda ke
JKN dilakukan ke seluruh Kecamatan dilingkungan
pemerintah Kabupaten Natuna.

Pemutahiran Datd. Peserta Integrasi Jamkesda ke
JKN mencakup memverifikasi domisili peserta dan
jumlah anggota keluarga tanggungan, statrrs pindah
dan meninggal.

(1)
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(4)

(s)

Dalam memverifikasi data Peserta Integrase
Jamkesda ke JKN di Kecamatan, Dinas Kesehatan
bekerja sama dengan unsLrr Perangkat Desa,
Kelurahan dan masyarakat.

Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6)
diberikan kartu peserta dan fasilitas kesehatan
sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III
MEKANISME

Pasal 7
(1) Hasil Pemutahiran Data Peserta Integrasi Jamkesda

ke JKN yang diperoleh kemudian diusulkan untuk
menjadi peserta jaminan kesehatan nasional yang
pembiayaan iuran jaminan kesehatannya dibiayai
melalui APBD Kabupaten Natuna, secara bertahap
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Data Peserta integrasi Jamkesda ke JKN diatur
sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Peserta Integrasi Jamkesda ke JKN didaftarkan ke
Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) agar
dapat menerima manfaat pelayanan kesehatan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Teknis dan atau mekanisme pemutahiran data
peserta integrasi ke JKN dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Natuna.

(5) Hasil pemutahiran data peserta Integrasi Jamkesda
integrasi ke JKN selanjutnya didaftarkan sebagai
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan Nasional yang Pembiayaan iuran
Jaminan Kesehatannya di biayai melalui APBD
Kabupaten Natuna.

(6) Pendaftaran peserta PBI APBD dilakukan secara
bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Natuna.

(7) Peserta PBI APBD didaftarkan sebagai Peserta JKN
yang akan diatur kemudian sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

(8) Iuran kefersertaan PBI APBD dibayarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Natuna kepada BPJS maka
biaya pelayahan kesehatatr serta biaya obat-obatan
sudah ditanggung oleh Bp.lS sesuai ketentuan yang
berlaku.
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PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku
tanggal diundangkan.

sejak

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Natrrna.

Ditetapkan Di Ranai
pada Tanggal lO ob{o6er zOlb

Diundangkan di Ranai
pada Tanggal lO tl&er lob

SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEI$ I$ATT'NA,

SYA}ISI'RIZOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA 2016 NOMOR 49
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